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ABSTRACT

This study aims to analyze women's participation in the Kelurahan Development Planning Meeting
(Musrenbangkel) in Karangrejo Village, Banyuwangi. Using a descriptive qualitative approach,
this study identifies barriers that hinder women's involvement and identifies strategies that can be
taken to increase their participation. The findings show that although women's presence in the
Musrenbangkel forum is becoming more visible, their level of involvement is still low, at only
around 30% of the total participants. The main inhibiting factors include social and cultural
norms, limited access to information, and the double burden of being both a housewife and a
worker. In addition, the dominance of men in the forum and the lack of a gender-friendly
facilitation approach also contributed to the low active participation of women. Based on these
results, this study recommends the need for concrete actions such as the provision of accessible
information, training to increase women's capacity, and the application of more inclusive
facilitation methods to create spaces that encourage women's involvement in the development
process at the kelurahan level.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalis partisipasi perempuan dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) di Kelurahan Karangrejo, Banyuwangi. Dengan
pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi berbagai hambatan yang
menghambat keterlibatan perempuan serta mengidentifikasi strategi yang dapat ditempuh untuk
meningkatkan partisipasi mereka. Temuan menunjukkan bahwa meskipun keberadaan perempuan
dalam forum Musrenbangkel mulai terlihat, tingkat keterlibatan mereka masih rendah, yakni hanya
sekitar 30% dari keseluruhan peserta. Faktor penghambat utama meliputi norma sosial dan budaya,
keterbatasan akses terhadap informasi, serta beban ganda yang harus dipikul sebagai ibu rumah
tangga sekaligus pekerja. Selain itu, dominasi laki-laki dalam forum dan kurangnya pendekatan
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fasilitasi yang ramah gender turut menjadi penyebab rendahnya partisipasi aktif perempuan.
Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya tindakan nyata seperti
penyediaan informasi yang mudah dijangkau, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas perempuan,
serta penerapan metode fasilitasi yang lebih inklusif guna menciptakan ruang yang lebih
mendorong keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan di tingkat kelurahan.

Kata Kunci: Partisipasi perempuan, Musrenbangkel, Hambatan, Pemberdayaan.

I. PENDAHULUAN

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan salah satu cara
pemerintah di semua tingkatan untuk mengkoordinasi aspirasi pembangunan di berbagai aspek
kehidupan masyarakat (Ali, 2021). Musrenbang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat
dan pertanggungjawaban pemerintah, termasuk di dalamnya perwakilan perempuan. Penelitian ini
berfokus pada keterlibatan perempuan dalam Musrenbangkel di Kelurahan Karangrejo,
Banyuwangi, untuk mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan partisipasi mereka.

Musrenbang di tingkat kelurahan atau desa hingga tingkat kabupaten atau kota adalah
pertemuan masyarakat dan pemerintah terkait untuk membuat rencana pembangunan nasional dan
rencana pembangunan daerah (Ali,2021). Penyelenggaraan Musrenbang Daerah mengacu pada
Surat Edaran Bersama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS
dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1354/M.PPN/03/2004 dan 050/744/SJ Tentang Pedoman
Pelaksanaan Forum Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Daerah menyatakan bahwa
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dimulai dari Musrenbang tingkat
kelurahan atau desa, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten kota, dan Musrenbang
Kabupaten. Beberapa undang-undang tentang perencanaan pembangunan daerah juga mengatur
musrenbang, seperti UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
yang secara teknis pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/ kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang yang diterbitkan setiap tahun, dan UU No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang
yang salah satunya mengamanatkan pelaksanaan perencanaan pembangunan dari bawah secara
partisipatif.

Satu studi menunjukkan bahwa perwakilan perempuan cenderung mengalokasikan sumber

daya secara berbeda dari laki-laki, yang menunjukkan bahwa kehadiran mereka memungkinkan
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serangkaian prioritas yang berbeda untuk diungkapkan (Kabeer, 2005:11). Ia menjelaskan bahwa
pemberdayaan perempuan melalui keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan membantu
mengatasi ketimpangan gender dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan
pembangunan. Selain itu, keterlibatan perempuan juga menguatkan kemampuan masyarakat untuk
menghasilkan solusi yang lebih adil dan menyeluruh terhadap masalah yang dihadapi.

Fraser (dalam Junin et al.: 255) menggambarkan keadilan sebagai kesetaraan partisipasi
individu dalam kehidupan sosial sebuah masyarakat yang berlandaskan nilai moral yang sama bagi
semua orang, menunjukkan bahwa keadilan menjadi penting dalam menyusun kerangka sosial
yang memungkinkan partisipasi setara dari semua individu dalam kehidupan bersama
masyarakatnya. Apabila perempuan diabaikan dalam pengambilalihan forum Musrenbang, maka
prosedural perencanaan pembangunan menjadi tidak adil lantaran tidak merepresentasikan
keseluruhan kebutuhan masyarakat secara lengkap. Fraser menyoroti signifikansi memberikan
peluang dan sokongan kepada kelompok-kelompok marginal seperti perempuan sehingga mereka
dapat berperan aktif dan berpengaruh dalam prosedural tersebut.

Partisipasi perempuan dalam Musrenbangkel juga selaras dengan Sustainable
Development Goals (SDGs), terutama tujuan kelima tentang kesetaraan gender. SDGs
menargetkan bahwa perempuan harus memiliki kesempatan yang sama dalam pengambilan
keputusan di berbagai tingkat, termasuk dalam perencanaan pembangunan (UN Women-SDG 5).
Hal ini bertujuan untuk memastikan partisipasi penuh perempuan dalam pengambilan keputusan
di semua tingkat kehidupan politik, ekonomi, dan publik.

Musrenbang di tingkat kelurahan atau desa, digunakan untuk mencapai kesepakatan
tentang prioritas Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan untuk menampung aspirasi
pembangunan masyarakat di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Partisipasi meningkat
melalui mobilisasi masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah memberikan pedoman tentang Musrenbang dan
mekanisme partisipasi masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan, termasuk pembahasan
di tingkat kelurahan, desa, dan kecamatan. Musrenbang di tingkat kelurahan atau desa akan
menjadi tempat aspirasi masyarakat dapat disampaikan ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
Musrenbang dilakukan setiap tahun di tingkat kelurahan atau desa. Adapun beberapa tujuan dari
Musrenbang yaitu, pertama untuk mendorong peran dan partisipasi masyarakat dalam
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perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kecamatan. Kedua Musrenbang tingkat kecamatan
bertujuan untuk membahas prioritas permasalahan hasil Musrenbang tingkat desa/kelurahan di
wilayah kecamatan yang bersangkutan, yang ketiga melakukan klasifikasi atas prioritas
permasalahan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), dan yang terakhir adalah menetapkan daftar urutan prioritas permasalahan yang
akan diusulkan pada forum SKPD.

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) atau
masyarakat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan agar potensi lokal dapat
dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai pelaksanaan program pembangunan. Salah satu hal
penting yang diperlukan adalah kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif dalam mendukung
keberhasilan program pembangunan. Partisipasi aktif ini sangat penting dalam proses perencanaan
pembangunan, seperti yang tercermin dalam forum Musrenbang, yang memungkinkan masyarakat
untuk menyampaikan aspirasi mereka, serta berperan dalam menetapkan prioritas pembangunan.
Menurut Bappenas dalam laporan mengenai pembangunan SDM, peningkatan partisipasi
masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat menghasilkan program yang lebih sesuai
dengan  kebutuhan lokal dan meningkatkan keberlanjutan hasil = pembangunan
(https://www.kemenkopmk.go.id).

Melibatkan perempuan dalam pembangunan, akan menghasilkan pemanfaatan sumber
daya manusia (SDM) secara optimal. Setiap perempuan memiliki hak untuk menyampaikan
pendapat dan aspirasi mereka kepada pemerintah kelurahan atau desa terkait apa harapan dan
kebutuhan perempuan. Berdasarkan kebijakan dan pedoman berlaku, termasuk Permendagri No.
15 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Daerah, terdapat
dorongan kuat untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses perencanaan
pembangunan. Berbagai kebijakan dan pedoman mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam
forum perencanaan, dengan beberapa daerah menetapkan target atau persentase tertentu untuk
memastikan keterwakilan perempuan dalam Musrenbang. Sebagai contoh, beberapa inisiatif lokal
atau program pemberdayaan perempuan menetapkan partisipasi perempuan minimal 30% dalam
forum pengambilan keputusan, termasuk Musrenbang. Dengan berpartisipasi dalam setiap
Musrenbang, perempuan memiliki kesempatan untuk memasukkan kebutuhan dan kepentingan
mereka ke dalam agenda pembangunan. Peningkatan partisipasi perempuan juga brkontribusi

pengurangan kesenjangan gender dan penguatan demokrasi di tingkat lokal. Keterlibatan



perempuan dalam pengambilan keputusan, cenderung menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan
mencerminkan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah,
organisasi masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang mendukung
partisipasi perempuan. Langkah-langkah tersebut meliputi penyediaan pelatihan, peningkatan
kesadaran tentang kesetaraan gender, serta penghapusan hambatan budaya dan sosial yang

menghalangi perempuan untuk berperan aktif.

II. METODE
2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis
keterlibatan perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan
(Musrenbangkel) di Kelurahan Karangrejo Banyuwangi. Pendekatan ini dipilih untuk
menggambarkan fenomena secara mendalam dan memahami konteks sosial yang mempengaruhi
partisipasi perempuan. Menurut Moleong (2005:4), metode kualitatif adalah metode penelitian
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan
perilaku yang dapat diamati. Metode ini lebih menekankan pada proses dan konteks daripada pada
hasil yang dapat diukur secara kuantitatif. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi
berbagai faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan, seperti norma sosial, budaya, dan
kebijakan yang ada. Penelitian ini juga berupaya untuk memahami bagaimana perempuan
menanggapi hambatan-hambatan tersebut dan langkah-langkah yang mereka ambil untuk
meningkatkan keterlibatan mereka dalam Musrenbangkel.
2.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis hambatan dan upaya peningkatan partisipasi
perempuan dalam Musrenbangkel. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang
mempengaruhi partisipasi perempuan dan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan
keterlibatan mereka. Fokus penelitian berfungsi sebagai panduan penting yang membantu peneliti
tetap berada di jalur yang benar selama proses penelitian. Dengan menetapkan batasan, peneliti
dapat lebih selektif dalam mengumpulkan dan menganalisis data, sehingga hasil penelitian lebih
terarah dan sesuai dengan tujuan awal. Fokus penelitian tidak hanya membatasi cakupan penelitian
tetapi juga memastikan kesinambungan antara tujuan dan hasil penelitian. Berdasarkan kerangka

teori Kabeer, penelitian ini akan menganalisis peran elemen sumber daya, agensi, dan hasil yang



dicapai dalam mendorong partisipasi perempuan di Musrenbangkel. Penelitian ini juga akan
menelusuri sejauh mana ketiga elemen tersebut dapat memperkuat kemampuan perempuan untuk
memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan di tingkat
kelurahan.
2.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian digunakan untuk memahami situasi dan kondisi yang berkaitan dengan
obyek penelitian, dengan tujuan memperoleh data atau informasi yang akurat, valid, dan obyektif.
Penelitian dilakukan di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi,
dari bulan Oktober 2024 hingga Maret 2025. Lokasi ini dipilih karena aktif melaksanakan
Musrenbangkel, sehingga relevan untuk mempelajari keterlibatan perempuan.
2.4 Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, teknik pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan metode
purposive sampling, yang bertujuan untuk memastikan bahwa informan yang dipilih memiliki
pengetahuan dan pengalaman langsung yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Informan,
atau narasumber, adalah individu yang memiliki pemahaman mendalam mengenai objek
penelitian dan bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Menurut Patton
(2002:230), pemilihan informan dalam penelitian kualitatif harus dilakukan dengan hati-hati,
mempertimbangkan kriteria seperti pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan informan dalam
menyampaikan informasi yang relevan. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Creswell
(2014:178) yang menyatakan bahwa peneliti harus memilih individu yang dapat memberikan
informasi yang kaya tentang fenomena yang sedang diteliti. Informan dalam penelitian ini terdiri
dari Lurah Kelurahan Karangrejo, Sekretaris Lurah, serta tokoh masyarakat perempuan, termasuk
ketua RT, kader posyandu, dan ketua PKK.
2.5 Sumber Data

Sumber data secara umum merujuk pada segala hal yang dapat dimanfaatkan untuk
memperoleh informasi atau fakta yang dibutuhkan dalam penelitian, analisis, atau pengambilan
keputusan. Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu data primer
dan data sekunder. Data primer dikumpulkan langsung dari subjek penelitian melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Data primer dianggap lebih akurat dan relevan karena berasal
langsung dari sumber aslinya. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang sudah tersedia

sebelumnya, seperti dokumen, laporan, artikel, dan informasi lain yang telah dihimpun oleh pihak



lain. Data sekunder berfungsi untuk melengkapi dan memperkuat data primer yang diperoleh
selama penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen,

dokumentasi, data dari media jurnal dan artikel.

2.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan serangkaian langkah yang dilakukan oleh peneliti
untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Moleong (2018:6), pengumpulan
data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan
komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Metode ini melibatkan berbagai teknik seperti
observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang dirancang untuk menggali makna, perspektif, serta
konteks yang melatarbelakangi suatu fenomena. Proses pengumpulan data dilakukan secara
sistematis dan berkelanjutan guna memastikan keabsahan serta kekayaan informasi yang
diperoleh.

2.7 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk mengatur, menafsirkan,
dan menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Menurut Moleong (2018:248), analisis
data dalam penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman makna dari data yang dikumpulkan,
meliputi pengorganisasian, pengkodean, dan penafsiran untuk menemukan tema-tema yang
muncul. Setelah data diorganisir dan dikodekan, langkah selanjutnya adalah menafsirkan data
untuk memahami makna yang lebih mendalam dari tema yang diidentifikasi. Creswell (2014:197)
menekankan pentingnya menghubungkan temuan dengan konteks yang lebih luas agar analisis
tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang fenomena
yang diteliti.

Penyajian hasil analisis dilakukan secara sistematis dan logis, sehingga pembaca dapat
mengikuti alur pemikiran peneliti dengan mudah (Sugiyono, 2017:337). Analisis data yang baik
akan menghasilkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif, memberikan kontribusi berarti
bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di masyarakat (Moleong, 2018:250). Oleh
karena itu, peneliti perlu melakukan analisis data secara cermat agar hasil penelitian dapat

memberikan manfaat yang optimal.



2.8 Keabsahan Data

Keabsahan data adalah merujuk pada kesesuaian antara data yang dikumpulkan dengan
kondisi nyata objek penelitian, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan
dipertanggungjawabkan. Menurut Sugiyono (2018:270), uji keabsahan data dalam penelitian
kualitatif meliputi empat kriteria utama, yaitu credibility, transferability, dependability, dan
confirmability.

2.8.1 Kepercayaan (Credibility)

Uji kredibilitas bertujuan untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat diandalkan.
Metode yang digunakan untuk meningkatkan kredibilitas meliputi perpanjangan pengamatan,
peningkatan kecermatan, trianggulasi, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi, dan
membercheck. Metode ini membantu peneliti mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan
akurat.

2.8.2 Keteralihan (7ransferability)

Transferability merupakan salah satu kriteria penting untuk memastikan keabsahan data
dalam penelitian kualitatif. Agar transferability tercapai, peneliti perlu menyajikan deskripsi yang
rinci tentang konteks penelitian, termasuk latar belakang, karakteristik partisipan, serta kondisi-
kondisi yang relevan. Transferability dalam penelitian kualitatif mengacu pada tingkat penerapan
atau generalisasi hasil penelitian ke konteks atau populasi yang berbeda namun serupa. Konsep ini
menekankan kemampuan untuk mentransfer temuan dari satu situasi ke situasi lain dengan kondisi
yang sebanding.

2.8.3 Ketergantungan (Dependability)

Dependability menekankan konsistensi dan kestabilan data yang diperoleh. Kriteria ini
memastikan bahwa proses penelitian dapat diulangi dan menghasilkan temuan yang serupa dalam
kondisi yang sama, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian, serta sejauh
mana proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

2.8.4 Kepastian (Confirmability)

Confirmability memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan data yang diperoleh
tanpa dipengaruhi oleh bias peneliti. Transparansi dalam proses penelitian dan penyediaan bukti
yang mendukung temuan sangat penting untuk memastikan keandalan dan objektivitas data.
Dengan kata lain, confirmability memastikan bahwa hasil penelitian didasarkan pada fakta yang

dapat diverifikasi, bukan pada asumsi atau preferensi pribadi peneliti.



I11. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Bentuk Keterlibatan Perempuan dalam Musrenbangkel
a. Kehadiran dan Keaktifan Perempuan dalam Musrenbangkel

Kehadiran dan partisipasi perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kelurahan (Musrenbangkel) di Kelurahan Karangrejo masih menghadapi tantangan signifikan.
Pada Musrenbangkel tahun 2025, dari 91 undangan, hanya 63 orang yang hadir, di mana hanya 19
di antaranya adalah perempuan, mencakup sekitar 30% dari total peserta. Keaktifan perempuan
yang hadir juga bervariasi; sebagian berani menyampaikan pendapat, namun banyak yang memilih
untuk diam. Hal ini dipengaruhi oleh norma sosial yang mendominasi, rasa kurang percaya diri,
dan kurangnya informasi mengenai pentingnya peran perempuan dalam forum tersebut. Untuk
meningkatkan partisipasi perempuan, diperlukan pendekatan inklusif, seperti penyuluhan atau
pelatihan sebelum forum, serta ruang khusus untuk mendorong perempuan menyampaikan
gagasan mereka. Dengan pemberdayaan yang tepat, partisipasi perempuan diharapkan dapat
meningkat, menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada semua lapisan masyarakat.
b. Peran Perempuan dalam Proses Musyawarah dan Pengambilan Keputusan

Peran perempuan dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan di
Musrenbangkel sangat penting, terutama dalam isu kesejahteraan keluarga dan kebutuhan
masyarakat. Meskipun beberapa perempuan, seperti perwakilan sekolah, kader posyandu, dan
pengurus PKK, berusaha aktif terlibat, suara mereka sering kali tidak mendapatkan perhatian yang
setara, terutama dalam forum yang didominasi oleh laki-laki. Pengaruh norma sosial dan budaya
yang menganggap pengambilan keputusan sebaiknya dilakukan oleh laki-laki masih kuat. Untuk
mengoptimalkan peran perempuan, diperlukan lingkungan yang mendukung, termasuk pelatihan
berbicara di depan umum dan penyuluhan tentang hak perempuan. Dengan menciptakan budaya
forum yang lebih terbuka terhadap keberagaman suara, keterlibatan perempuan dapat menjadi

bagian penting dalam pembangunan di Kelurahan Karangrejo.

3.2 Hambatan Yang Dihadapi Perempuan

a. Hambatan Sosial dan Budaya terhadap Partisipasi Perempuan

Faktor sosial dan budaya menjadi hambatan signifikan bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif
dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) di Kelurahan

Karangrejo Banyuwangi. Salah satu hambatan utama adalah pandangan masyarakat yang



menempatkan perempuan pada ranah domestik, sehingga banyak yang merasa bahwa ruang
publik, seperti forum perencanaan pembangunan, bukanlah tempat mereka. Anggapan bahwa
suara laki-laki lebih penting juga membuat perempuan ragu untuk menyampaikan pendapat,
meskipun mereka memiliki gagasan yang berharga. Selain itu kurangnya kepercayaan diri menjadi
tantangan tersendiri bagi perempuan dalam berpartisipasi.
b. Hambatan Informasi dan Komunikasi

Hambatan informasi dan komunikasi menjadi faktor penting yang menghalangi partisipasi
perempuan dalam Musrenbangkel di Kelurahan Karangrejo. Banyak perempuan yang tidak
mengetahui waktu dan cara berpartisipasi, bukan karena ketidaktertarikan, tetapi karena
kurangmya informasi yang belum menjangkau mereka, terutama yang tidak terlibat dalam
organisasi formal. Ketiadaan pelatihan atau penjelasan mengenai Musrenbangkel membuat
mereka merasa tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk terlibat. Untuk mengatasi
kesenjangan ini, diperlukan pendekatan komunikasi yang lebih ramah, seperti menyampaikan
informasi melalui kelompok pengajian, posyandu, arisan, atau media sosial lokal, serta melibatkan
tokoh perempuan setempat sebagai penghubung. Dengan cara ini, diharapkan perempuan merasa
lebih terlibat dan berani untuk berpartisipasi dalam forum Musrenbangkel.
c. Hambatan Waktu dan Peran Ganda Perempuan

Persoalan waktu dan peran ganda yang diemban perempuan menjadi hambatan signifikan
dalam meningkatkan partisipasi mereka di Musrenbangkel Kelurahan Karangrejo. Banyak
perempuan yang harus membagi waktu antara mengurus rumah tangga dan mencari penghasilan,
sehingga sulit untuk hadir dalam forum yang sering diadakan pada waktu yang kurang ramah bagi
jadwal mereka. Tugas domestik yang menyita energi dan waktu membuat mereka merasa tidak
mungkin untuk berpartisipasi, bahkan jika ada keinginan untuk terlibat. Untuk mengatasi masalah
ini, penting untuk mempertimbangkan waktu pelaksanaan Musrenbangkel agar lebih fleksibel,
seperti di akhir pekan atau malam hari, serta menyediakan fasilitas seperti tempat penitipan anak.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan keterlibatan perempuan dapat meningkat, menjadikan
proses perencanaan pembangunan lebih inklusif dan mencerminkan aspirasi seluruh warga, tidak

terkecuali perempuan.
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3.3 Pembahasan

3.3.1 Analisis Dinamika Partisipasi Perempuan dalam Musrenbangkel

Analisis dinamika partisipasi perempuan dalam Musrenbangkel di Kelurahan Karangrejo
menunjukkan bahwa meskipun kehadiran mereka mulai terlihat, tingkat keterlibatan masih rendah.
Hambatan sosial dan budaya, norma-norma gender, serta rasa ragu untuk berbicara dalam forum
yang didominasi laki-laki menjadi penyebab utama. Selain itu, kurangnya akses informasi dan
pemahaman tentang alur serta tujuan Musrenbangkel mengurangi kepercayaan diri perempuan
untuk berkontribusi. Beban ganda sebagai ibu rumah tangga dan pekerja juga menghambat
partisipasi aktif mereka. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan ruang diskusi yang inklusif,
di mana perempuan merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan
aspirasi, demi terwujudnya pembangunan yang lebih adil dan partisipatif. Tantangan ini
mencerminkan perlunya upaya lebih untuk mendukung perempuan dalam proses musyawarah dan

pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat.

3.3.2 Rekomendasi untuk Meningkatkan Keterlibatan Perempuan

Untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam Musrenbangkel di Kelurahan
Karangrejo, langkah pertama adalah menyediakan program pelatihan khusus yang mencakup
proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Pelatihan ini akan meningkatkan pengetahuan
dan kepercayaan diri perempuan untuk berpartisipasi aktif. Selain itu, membangun jaringan
dukungan melalui kelompok diskusi atau komunitas perempuan dapat memberikan wadah bagi
mereka untuk berbagi pengalaman dan saling memotivasi. Menciptakan suasana forum yang
inklusif dengan pengaturan waktu dan tempat yang fleksibel, serta menggunakan fasilitator yang
ramah, juga penting untuk mendorong partisipasi perempuan. Peningkatan akses informasi
mengenai agenda Musrenbangkel harus dilakukan melalui saluran yang jelas dan mudah dipahami,
serta evaluasi terhadap partisipasi perempuan untuk mengidentifikasi hambatan yang ada. Dengan
langkah-langkah ini, diharapkan perempuan tidak hanya hadir, tetapi juga berkontribusi secara
aktif dalam proses pembangunan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan

kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat.
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3.4 SIMPULAN

Kehadiran perempuan dalam Musrenbangkel di Kelurahan Karangrejo mulai tampak,
namun partisipasinya masih rendah dan belum sepenuhnya aktif, dengan hanya sekitar 30 persen
peserta yang merupakan perempuan. Banyak dari mereka enggan menyampaikan pendapat,
dipengaruhi oleh hambatan sosial dan budaya, kurangnya akses informasi, serta beban ganda
sebagai ibu rumah tangga dan pekerja. Suasana forum yang didominasi laki-laki dan minimnya
pendekatan inklusif dari fasilitator juga memperkuat rasa enggan perempuan untuk berbicara.
Situasi ini menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap partisipasi perempuan dalam
perencanaan pembangunan. Langkah nyata diperlukan untuk menciptakan suasana yang lebih
mendukung, melalui penyediaan informasi yang mudah diakses, pelatihan peningkatan kapasitas,
dan pendekatan fasilitasi yang peka gender, agar perempuan merasa lebih nyaman dan percaya diri

untuk terlibat aktif dalam Musrenbangkel.

Saran

Untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam Musrenbangkel, peneliti menyarankan
agar pemerintah kelurahan memperluas saluran komunikasi melalui media sosial dan grup
WhatsApp untuk menyampaikan informasi secara efektif. Selain itu, program penyuluhan dan
pelatihan khusus bagi perempuan perlu diadakan untuk meningkatkan pemahaman dan
kepercayaan diri mereka. Waktu pelaksanaan Musrenbangkel juga sebaiknya lebih fleksibel,
seperti di akhir pekan atau malam hari, agar memudahkan kehadiran perempuan. Terakhir, panitia
harus mengadopsi pendekatan inklusif dalam diskusi, dengan memberikan pengantar sebelum
acara dan mendorong perempuan untuk berbicara, sehingga menciptakan suasana yang aman dan

nyaman.
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